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Pembebasan Pagjak K endaraan Bermotor merupakan sebuah insentif bagi Perwakilan Negara Asing di suatu
negara sesua dengan amanah Konvensi Winatahun 1961 yang dimana harus memenuhi asas resiprositas.
Hal tersebut menjadi fasilitas diplomatik yang dimiliki oleh Perwakilan Negara Asing. Meskipun Pgjak
Kendaraan Bermotor merupakan salah satu potensi penerimaan pajak daerah terbesar di Jakarta, kebijakan
pemberian pembebasan tersebut menjadi kelaziman hubungan internasional dan setiap negara harus
memberlakukan kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan hubungan antar negara
Republik Indonesia dengan negaralain seperti Malaysia dapat terjaga dengan baik. Penelitian ini
memfokuskan pada kendala dalam implementasi kebijakan pemberian pembebasan Pgjak Kendaraan
Bermotor terhadap Perwakilan Negara Asing di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitan deksriptif dengan teknik pengumpulan data
berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementas
kebijakan pemberian pembebasan Pgjak Kendaraan Bermotor terhadap Perwakilan Negara Asing di Jakarta,
di samping bebas dari segalajenis pajak, ternyata PNA tidak bebas dari biaya administras penerbitan surat-
surat kendaraan yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pgjak yang dikenakan oleh Korlantas dan
PNA wajib membayar biaya tersebut. Dalam proses implementas kebijakan, jikaterdapat kendala
prosesnya dapat menghabiskan waktu sekitar 30-45 hari kerja yang seharusnya dapat diselesaikan dalam
waktu kurang dari satu bulan kerja. Faktor dari kendala-kendala tersebut bersifat administratif dan
organisasional.

...... Motor Vehicle Tax Exemption is an incentive for Foreign Representatives in a country in accordance
with the mandate of the 1961 Vienna Convention which must fulfill the principle of reciprocity. This
becomes a diplomatic facility owned by a Foreign Representative. Although Motor Vehicle Tax is one of the
biggest potential local tax revenues in Jakarta, the policy of granting such exemptionsis the norm of
international relations and each country must implement the policy. With this policy, it is expected that
relations between the Republic of Indonesia and other countries such as Malaysia can be maintained. This
research focuses on the constraints in the implementation of the policy of granting Motor Vehicle Tax
exemption to foreign country representatives in Jakarta. This research is conducted using a qualitative
approach and included in the type of descriptive research with data collection techniques in the form of in-
depth interviews and literature studies. The results showed that in the implementation of the policy of
granting motor vehicle tax exemption to foreign representatives in Jakarta, besides being free from al types
of taxes, it turned out that the foreign representatives were not free from the administrative costs of issuing
vehicle documents, included as Non-Tax Revenues and exempted by Korlantas. Thus, the foreign
representatives must pay the fee. In the process of implementing the policy, if there are obstacles the process
can take around 30-45 working days which should be completed in less than one month of work. The factors
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of these obstacles are administrative and organizational .



